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Abstrak

Angka penyalahgunaan narkotika di Filipina yang sangat tinggi membuat negara Filipina melakukan kebijakan war on drugs secara keras dan masif yang berimplikasi dilakukan dengan cara pembunuhan diluar jalur hukum atau extrajudicial killing. Kasus ini menimbulkan ribuan korban jiwa atau setidaknya 32 kematian dalam 24 peristiwa yang dilaporkan oleh Human Rights Watch yang berjudul “license to kill”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum dan penyelesaian atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan kajian mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai kaidah hukum dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi para korban dapat berupa pengakuan hak-hak korban dalam suatu ketentuan instrumen internasional maupun nasional. Beberapa pengakuan hak-hak korban yang dapat diberikan sebagai perlindungan hukum antara lain hak atas kompensasi compensation, restitusi (restitution), pemuasan (satisfaction), asistensi (assistance) dan garansi tidak terulang Kembali kejadian yang sama dikemudian hari (guarantee of non repetition). Kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina telah dianalisis sebagai kejahatan kemanusiaan karena ia memenuhi semua unsur kejahatan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Statuta Roma. Mekanisme penyelesaian kejahatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan dasar Statuta Roma melalui Mahkamah Pidana Internasional karena Filipina telah meratifikasinya dan dapat dipaksakan penyelesaian lainnya melalui lembaga peradilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak-hak korban, Kejahatan Kemanusiaan.
Abstract

The very high number of drugs abuse in the Philippines has forced the Philippines to carry out a hard and massive war on drugs policy which has implications for extrajudicial killing in implementation. This case resulted in thousands of deaths or at least 32 deaths in 24 incidents reported by Human Rights Watch which the title of the report is License to Kill. This study raises issues related to legal protection and settlement of the crime of extrajudicial killing that occurred in Philippines. The purpose of this study is to find out the legal protection and the settlement efforts that can be taken for the crime of extrajudicial killing that occurred in the Philippines. This study uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The types of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The accumulation technique used is the method of literature study of legal sources. The analytical technique used is to conduct an in-depth study of legal issues which are then linked to sources of legal material and assessed by the legal rules in the case. Legal protection for victims can be in the form of recognizing the rights of victims in a provision of international or national instruments. Several recognitions of victims' rights that can be given as legal protection include the right to compensation, restitution, satisfaction, assistance and guarantees of non-repetition. The crime of extrajudicial killing that occurred in the Philippines has been analysed as a crime against humanity because it fulfills all the elements of crimes against humanity that have been stipulated by the Rome Statute. The mechanism for resolving these crimes against humanity can be carried out on the basis of the Rome Statute through the International Criminal Court because the Philippines has ratified it and other settlements can be forced through hybrid or internationalized or international ad hoc judicial institutions to this case.

Keywords: Legal Protection, Victim’s Rights, Crimes Against Humanity.
 PENDAHULUAN

Dimensi permasalahan narkoba mempunyai implikasi yang sangat serius baik dari segi kesehatan hingga kejiwaan (Leshner dalam Espejo 2002). Pada dasarnya narkoba merupakan bahan yang secara sah dan legal digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius atau obat lain sehingga mempunyai banyak manfaat dalam bidangnya (Dahlan 2017). Namun, banyak kalangan sering kali menggunakan bahan ini sebagai objek perdagangan untuk disalahgunakan dengan pemakaian tanpa perhitungan medis yang legal.

Fenomena penyalahgunaan narkoba sangat sulit dihentikan hingga seakan-akan mengkonstruksi pemikiran bahwa permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan peradaban (United Nations Office on Drugs and Crime 2016). Penyalahgunaan narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi setiap bangsa di dunia. Oleh sebab itu, berbagai bangsa di dunia mulai membuat kebijakan atau langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba sebagai wujud perlawanan terhadapnya, salah satunya adalah Negara Filipina (Coca 2018).

Filipina merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang turut serta memerangi narkoba. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Undang-undang negara Filipina tahun 1972 tentang peraturan obat berbahaya atau di negara Filipina dikenal dengan nama Republic Act (RA) No. 6425, atau yang sering dikenal dengan Dangerous Drugs Act of 1972. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Republic Act (RA) No. 9165 atau dikenal dengan nama Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, yang mulai efektif diimplementasikan pada tahun 2003 (Cuivillas 2010). Peraturan tersebut dilahirkan guna menjawab peraturan sebelumnya yang dirasa kurang efektif dalam menjaga masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika serta guna merumuskan program pemberantasan narkotika yang terpadu di Filipina.

Pada tahun 2016, penerapan RA 9165 muncul kepermukaan sebagai suatu bentuk kebijakan negara yang dilakukan lebih keras dan masif. Kebijakan perang melawan narkoba (war on drugs) diterapkan jauh lebih ketat semenjak Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte dilantik menjadi presiden pada tanggal 30 juni 2016 (Human Right Watch). Semenjak dilantik, Duterte menerapkan kampanye anti narkotika di seluruh Negara Filipina. Duterte menyatakan keseriusannya untuk menumpas narkotika sejak saat sebelum dan sesudah beliau dilantik menjadi Presiden Filipina (Amnesty International 2017). Ia secara terang-terangan mengatakan “My order is shoot to kill you. I don’t care about human rights, you better believe me” (Perintahku adalah untuk membunuhmu. Saya tidak peduli dengan hak asasi manusia, lebih baik kamu percaya padaku) (Human Rights Watch 2017). Hasutan dan ungkapan kontroversialnya telah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang arti eksekusi mati diluar hukum (extrajudicial killing) sebagai jalan pintas dalam menekan angka kriminalitas khususnya penyalahgunaan narkotika di Filipina. Semua ungkapan duterte telah membuat takut semua orang dan memicu banyak pihak terutama penegak hukum dan warga sipil untuk melakukan pembunuhan di luar jalur hukum dengan dalil pemberantasan narkotika (The Centre for Human Rights and Legal Pluralism 2017). Asas permasalahan tersebut akan menuju pada sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang bermuara pada perampasan hak untuk hidup (right to life) dan hak mendapatkan proses hukum yang adil (right to fair trial / due process) bagi para pengguna dan pengedar narkotika di Filipina. 

Setidaknya terdapat 9 kebijakan yang dituangkan dalam keputusan tertulis terkait pemberantasan narkotika saat Duterte menjadi Presiden Filipina. Satu dari delapan keputusan tertulis tersebut dibuat oleh Senat Filipina, dan sisanya adalah dalam kendali Duterte sebagai Pimpinan Eksekutif.

Pada 1 Juli 2016 Kepolisian Negara Filipina di bawah pemerintahan Duterte mengeluarkan Command Memorandum Circular (CMC) No. 16 - 2016 tentang PNP (Philippine National Police) Anti- Illegal Drugs Campaign Plan-Project: Double Barrel yang merupakan pedoman umum dan prosedur pelaksanaan pemberantasan narkotika di Filipina. Pedoman tersebut merupakan tindak lanjut dari janji duterte dalam memberantas obat-obat terlarang dalam 6 bulan pemerintahannya (Bagian Nomor 1 (Refrences) Butir a Command Memorandum Circular No. 16 - 2016 tentang PNP (Philippine National Police) Anti- Illegal Drugs Campaign Plan-Project: Double Barrel). Istilah Double Barrel merupakan pendekatan yang merujuk pada 2 kampanye anti narkotika yakni Project HVT dan Oplan Tokhang (Bagian Nomor 5 CMC No. 16 – 2016). Project HVT merupakan operasi yang difokuskan secara masiv pada sindikat perdagangan narkotika, sedangkan Oplan Tokhang merupakan operasi yang berasal dari kata Tok-tok dan Hayong (ketuk pintu dan meminta) (Johnson dan Fernquest 2018) yang dimaksudkan bagi polisi untuk mengunjungi rumah para drug personalities (baik pengguna dan pengedar) untuk kemudian meminta tersangka untuk berhenti menggunakan maupun mengedarkan narkotika atau menyerahkan diri pada kepolisian (Amnesty International 2017). Oplan Tokhang sendiri difokuskan pada penjual dan pengguna narkotika tingkat bawah (low level) (Amnesty International 2017). Pada kasus ini, peristiwa extrajudicial killing seringkali jatuh pada wilayah oplan tokhang yang menyasar pada masyarakat menengah kebawah. 

Sejak Presiden Duterte dilantik, ribuan kematian terjadi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Tercatat dalam laporan PNP, sekitar 4.998 kematian tersangka narkotika dalam rentang 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2017 (Gomez dan Cerojano dalam Johnson dan Fernquest 2018). Jumlah tersebut terdiri dari 3.151 kematian dalam operasi kepolisian dan 1.847 kematian dalam vigilante style killing atau kelompok main hakim sendiri (Hill dan Hill 2009). Namun, laporan dari berbagai organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menyebutkan angka yang lebih besar dari laporan kepolisian FIlipina. Sekitar 7.080 kematian tercatat oleh HRW yang terjadi dalam rentang waktu 6 bulan pasca dilantiknya presiden Duterte (Human Rights Watch dalam Johnson dan Fernquest 2018). Amnesty International juga menyebutkan sebesar 7.025 kematian dalam rentang 1 Juli 2016 hingga 21 Januari 2018 (Amnesty International dalam Johnson dan Fernquest 2018).

Pemberitaan di media internasional juga mencatat laporan dengan angka yang lebih besar daripada laporan kepolisian. Laporan dengan angka kematian yang sama dengan laporan HRW juga di sebutkan oleh media Rappler dalam rentang waktu 1 Juli 2016 hingga 2 April 2018 (Rappler.com dalam Johnson dan Fernquest 2018).  Selain itu ABS-CBN, New York Times, Blomberg dan ABC News mengungkap angka yang berbeda. Media ABS-CBN menyebutkan sekitar 9.432 kematian dalam rentang waktu 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan total kematian 2,692 terjadi dalam operasi kepolisian (ABS-CBN dalam Johnson dan Fernquest 2018).  Kematian sebesar 9.400 Jiwa drug related crimes juga tercatat oleh media New York Times dalam rentang pasca dilantiknya Presiden Duterte hingga 25 April 2017(New York Times dalam Johnson dan Fernquest 2018). Sementara itu, Bloomberg membeberkan angka kematian sekitar 3.151 jiwa dalam operasi kepolisian dan 1.847 kematian yang didalangi oleh pihak lain dengan total keseluruhan sebesar 5.000 kematian dalam rentang hampir satu tahun era pemerintahan Presiden Duterte (Bloomberg dalam Johnson dan Fernquest 2018).  ABC News juga mencatat kematian dengan angka 5.200 jiwa dengan rentang waktu hampir satu tahun era pemerintahan Presiden Duterte dengan rincian 3.000 kematian dari operasi polisi dan sisanya didalangi oleh pihak lain (ABC News dalam Johnson dan Fernquest 2018).  

Berikut merupakan data kematian yang berkaitan dengan Narkotika di Filipina dalam kurun waktu kurang daripada 1 tahun era pemerintahan Presiden Duterte dalam kebijakan War on Drug-nya dalam Asian Journal of Law and Society ;

	Sumber
	Periode Waktu
	Pembunuhan
	Oleh Polisi
	Oleh yang Lain

	Polisi (PNP)
	7/1/2016 s/d 1/31/2017 
	7080
	-
	-

	Polisi (PNP)
	7/1/2016 s/d 6/30/2017 
	4998
	-
	-

	Rappler
	7/1/2016 s/d 4/2/2017 
	7080
	-
	-

	Amnesty Intl.
	7/1/2016 s/d 1/21/2017 
	7025
	-
	-

	Human Rights Watch
	7/1/2016 s/d 1/31/2017 
	7080
	-
	-

	ABS-CBN
	7/1/2016 s/d 3/31/2017 
	9432
	2692
	-

	New York Times
	7/1/2016 s/d 4/25/2017 
	9400
	-
	-

	Bloomberg
	7/1/2016 s/d 6/30/2017
	5000
	3151
	1847

	ABC News
	7/1/2016 s/d 6/30/2017
	5200
	3000
	2000


Dari data kematian diatas terlihat begitu banyak variasi angka kematian para tersangka narkotika antara versi satu dengan yang lainnya. Penyebabnya disebutkan dalam jurnal tersebut, yang menyatakan “It is impossible to know how many people have been killed by police and other government ofﬁcials in the ﬁrst year of Duterte ’s war on drugs, because the Philippine state is neither transparent nor consistent about how often it kills extra-legally” (“Tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh polisi dan pejabat pemerintah lainnya pada tahun pertama perang Duterte terhadap narkoba, karena negara Filipina tidak transparan dan tidak konsisten tentang seberapa sering pembunuhan diluar hukum itu dilakukan”). 

Dalam kasus ini, penulis mengambil salah satu detail kronologis kejadian dalam laporan HRW yang berjudul license to kill yang berangkat dari sebuah investigasi pada bulan oktober 2016 hingga Januari 2017 yang melibatkan 32 korban dalam 24 kejadian di wilayah Metro Manila dan provinsi sekitarnya (Human Rights Watch 2017).  Semua kejadian yang diringkas dalam laporan HRW tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan extrajudicial killing sebagaimana terdapat dalam pasal 1 resolusi PBB 1989/65 dan Section 4 Senate Bill 1197.

Salah satu kasus terjadi pada tanggal 8 Juli 2016, 8 hari setelah Presiden Duterte dilantik, terjadi kasus Extrajudicial Killing yang merenggut nyawa seorang tuna karya bernama Edward Sentorias yang terjadi di Tondo, Manila (Human Rights Watch 2017).  Edward merupakan ayah dari tiga orang anak yang tinggal bersama pasangannya di rumah orang tua pasangannya yang saat itu sedang dipenjara karena meperdagangkan narkotika. Edward dan pasangannya merupakan pengguna shabu. 

Pada pagi hari 8 Juli 2016, Edward dan pasangannya sedang sarapan. Seketika, 5 polisi yang berpakaian resmi mengetuk pintu rumah. Ketika pasangan Edward membukakan pintu, polisi tersebut menarik pasangan Edward dan anaknya yang berusia 2 tahun keluar dari rumah dan mengatakan bahwa mereka harus berbicara kepada Edward. Polisi tersebut bergegeas masuk ke rumah dan tidak lama terdengar suara tembakan (Human Rights Watch 2017).  Pihak kepolisian melarang pasangan Edward untuk masuk kedalam rumah. 

Saudara Edward yang tiba seketika pasca terjadi peristiwa tersebut berkata pada HRW bahwa Edward tidak sedang membawa senjata sehingga tidak ada kesempatan untuk melawan (Human Rights Watch 2017).  Dia melihat kepolisian menanam bukti yang mencurigakan. Saat dia lihat melalui jendela, polisi sedang mengeluarkan senjata dan paket (shabu) dari sebuah koper lalu menaruh di lokasi kejadian (Human Rights Watch 2017), sebagai bukti palsu adanya perlawanan oleh orang yang benar-benar menggunakan atau mengedarkan narkotika. Dengan demikian, kepolisian mampu mengeluarkan laporan resmi yang mengatakan bahwa Edward melawan dengan menodongkan pistol terlebih dulu kepada polisian yang sedang akan menangkap Edward, namun dengan sigap polisi lalu menembaknnya sebagai bentuk pertahanan diri akan bahaya perlawanan dari tersangka (Human Rights Watch 2017).    

Laporan lain juga juga diungkap oleh Senat Filipina melalui Senate Bill No. 1197 tentang An Act Defining Extrajudicial Killing, Providing for Its Penalty and Other Purposes (Peraturan tentang Pendefinisian Pembunuhan Ekstra-Yudisial, Memberikan Hukuman dan Tujuan Lainnya) atau lebih dikenal dengan Anti-Extrajudicial Killing Act of 2016. Pada bagian Explanatory Note Senate Bill No. 1197 menyebutkan bahwa sekitar 2.294 korban jiwa telah dieksekusi mati diluar jalur hukum (Paragraf 3 Explanatory Note Senate Bill 1197)
Beberapa kasus dari ribuan kematian dalam kebijakan War on Drug di Filipina telah diungkap dan dipublikasikan melalui laporan hasil investigasi beberapa organisasi HAM internasional seperti Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI), dan Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Buruh Amerika Serikat. Laporan-laporan tersebut melibatkan banyak pihak dan saksi mata dalam proses investigasi dan dokumentasi dengan rentang waktu tertentu. Dalam kasus ini penulis mengambil laporan dari HRW yang berangkat dari sebuah investigasi pada bulan oktober 2016 hingga Januari 2017 yang melibatkan 32 korban dalam 24 kejadian di wilayah Metro Manila dan provinsi sekitarnya (Human Rights Watch 2017). Semua kejadian yang diringkas dalam laporan HRW tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan extrajudicial killing sebagaimana terdapat dalam resolusi PBB (Pasal 1 Resolusi PBB 1989/65 tentang Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) dan Senate Bill Filipina.(Section 4 Senate Bill 1197).
Total 24 peristiwa tersebut merupakan persentase yang sangat kecil dari ribuan kematian yang tercatat dalam berbagai laporan diatas yang tidak mungkin dijabarkan satu per satu dalam latar belakang ini. Sebagian besar dari kasus kematian para tersangka narkotika diklaim oleh pihak kepolisian sebagai kematian yang sah dikarekarenakan tersangka melawan (resist to arrest) saat dilakukan penangkapan (Icking dan Fahrenhorst 2017). “So far, however, the police have failed to provide conclusive evidence in any one of these cases that these killings were indeed out of self-defense”(Sejauh ini, bagaimanapun, polisi telah gagal memberikan bukti yang pasti dalam salah satu dari kasus-kasus ini bahwa memang pembunuhan ini diluar pembelaan diri (Icking dan Fahrenhorst 2017).
Pada dasarnya, PNP terikat dengan berbagai prosedur dan kode etik di setiap tugas yang dijalaninya. Dalam CMC No. 16 - 2016 terdapat bagian yang memuat aturan bagi personil kepolisian untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia para tersangka ketika operasi berlangsung. (Bagian Coordination Stage nomor 3 butir c dan bagian Coordinating Instructions butir f Command Memorandum Circular No. 16 - 2016 tentang PNP (Philippine National Police) Anti- Illegal Drugs Campaign Plan-Project: Double Barrel). Selain itu, Kepolisian Negara Filipina (PNP) juga terikat dengan ketentuan Code of Conduct and Ethical Standard dimana PNP harus tetap menjaga dan menegakan Hak Asasi Manusia di setiap tugas yang dijalani (Chapter 3 section 3.2 No 3.9 Philippine National Police Ethical Doctrine 1992). Namun pada kenyataanya para penegak hukum di Filipina mengabaikan semua itu. Semua ini didorong oleh pernyataan Duterte bahwa kepolisian akan dijamin impunitasnya oleh presiden dan tidak akan masuk penjara walaupun melanggar hak asasi manusia (Icking dan Fahrenhorst 2017).
 Secara yuridis Filipina merupakan salah satu negara yang telah 2 kali menghapus hukuman mati. (Johnson dan Fernquest 2018). Filipina juga telah terikat dengan Second Optional Protocol ICCPR (United Nations) yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Amnesty International 2018).  Saat ini, Duterte ingin memberlakukan kembali hukuman mati namun gagal dalam tahap senat. Dalam konteks ini, setiap pembunuhan yang terjadi oleh petugas kepolisian atau lainnya (tanpa perlawan dari tersangka) akan bermuara pada kasus extrajudicial killing karena tidak ada opsi eksekusi mati yang dilegalkan oleh negara. 

Filipina merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia baik dalam konteks nasional, regional maupun Internasional. Dalam yuridiksi domestiknya terdapat ketentuan hak asasi manusia dalam Konstitusi Negara Filipina Tahun 1987 (Section III (Bill of Rights) The 1987 Constitutions of The Republic of The Philippine). Filipina secara tegas menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa diganggu-gugat eksistensinya (Santiago, Cordon dan Cana 2016). Selain itu Filipina juga mempunyai Anti-Extrajudicial Killing Act of 2016 yang meberikan aturan dan sanksi bagi siapapun yang melakukan Extrajudicial Killing di Filipina. Lebih jauh lagi Filipina juga telah membuat Undang-undang khusus tentang pelanggaran hukum humaniter internasional, genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya dalam yuridiksi negaranya. Filipina juga memberlakukan asas monism pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum (generally accepted principle of international law) sebagai bagian dari hukum nasionalnya (Article II section 2 The 1987 Constitutions of The Republic of The Philippine). Dalam konteks ini semua prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh negara beradab atau ius congens (Malanczuk 1997) akan secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional Filipina tanpa metode statutory confirmation (Llamzon 2002). Sehingga apa yang disebut sebagai hak untuk hidup (Right to life) akan secara otomatis incorporated dalam hukum negara Filipina karena statusnya sebagai ius congens (Office of the United Nations High Commissioner for Human Right 2017).

Disisi lain dalam konteks regional, Filipina telah menandatangani ASEAN Declaration of Human Rights (ADHR) dan Phnom Penh Statement sebagai wujud keikutsertaan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Seluruh negara ASEAN termasuk Filipina terikat dengan ketentuan “Every person has an inherent right to life which shall be protected by law. No person shall be deprived of life save in accordance with law” (Setiap orang memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada orang yang akan dicabut nyawa kecuali sesuai dengan hukum) (Pasal 11 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD).

Sementara itu, dalam konteks global, Filipina merupakan negara yang telah meratifikasi International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)(Amnesty International 2006) termasuk kedua protocol tambahannya. (University of Minnesota). Selain itu, Filipina merupakan State Party dari Rome Statute (Amnesty International 2017). dimana Rome Statute tersebut diratifikasi pada 30 August 2011(Schuldt 2015) dan put into force pada 1 Nopember 2011 (Klamberg (ed) 2017).

Peneliti tertarik meneliti kasus di atas, dikarenakan semua ketentuan hukum tentang hak asasi manusia seakan-akan tidak diberlakukan dengan baik di Filipina. Sistem peradilan domestik Filipina juga belum mampu mengusut kasus extrajudicial killing secara indipenden dan kredibel (David dalam Johnson dan Fernquest 2018). Ribuan kematian tersangka narkoba dalam kasus ini adalah extrajudicial killing, mencerminkan bahwa tidak selarasnya kebijakan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun kebijakan war on drug merupakan cerminan kedaulatan untuk mengurus bangsanya sendiri, namun tidak serta merta dapat menyalahi ketentuan hukum dan menciderai hati nurani dunia internasional. “….the principle that the sovereignty of each State is subject to the supremacy of international law” (“…prinsip bahwa kedaulatan masing-masing Negara tunduk pada supremasi hukum internasional.”) (Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949). Negara juga tidak dapat lalai dan mengabaikan kewajiban hukum internasionalnya karena alasan konstitusi maupun kebijakan internalnya, (Anand 2008) sehingga jelas bahwa supremasi hukum internasional tidak boleh dikesampingkan sekalipun dalam konteks kedaulatan negara. (Anand 2008)
 Berdasar pada penjabaran diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap korban extrajudicial killing dalam kebijakan war on drug Era Presiden Rodrido Roa Duterte di Filipina?; (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus extrajudicial Killing dalam Kebijakan war on drug Era Presiden Rodrido Roa Duterte di Filipina menurut hukum internasional?.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap korban extrajudicial killing dalam kebijakan war on drug Era Presiden Rodrido Roa Duterte di Filipina dan bagaimanakah upaya penyelesaian kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan war on drug Era Presiden Rodrido Roa Duterte di Filipina menurut hukum internasional. 

Kajian Pustaka dalam penelitian ini meliputi referensi teori-teori yang berhubungan dengan judul dan penelitian hukum ini. Sehingga landasan teoritik dalam penelitian ini memuat tentang; pertama, tinjauan tentang perlindungan hukum internasional. Kedua, tinjauan tentang korban yang meliputi tinjuan umum tentang korban dan tinjauan tentang hak-hak korban. Ketiga, tinjauan tentang extrajudicial killing yang meliputi konsep umum tentang extrajudicial killing, extrajudicial killing menurut hukum internasional dan extrajudicial killing menurut hukum negara-negara di dunia. Keempat, tinjauan tentang war on drugs. Kelima, tinjauan tentang ratifikasi dan aksesi. Keenam, tinjauan tentang hukum pidana internasional yang meliputi tinjauan umum hukum pidana internasional, sumber-sumber hukum pidana internasional dan asas-asas hukum pidana internasional. Ketujuh, tinjauan tentang kejahatan internasional yang meliputi tinjauan umum kejahatan internasional dan tinjauan umum tentang kejahatan kemanusiaan. 
METODE 
 Jenis daripada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajian pada hukum itu sendiri sebagai undang-undang atau tata aturan yang berlaku di masyakarat. (Mezak 2006). Definisi lebih lengkap dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. (Marzuki dalam Fajar dan Achmad 2010)” Penelitian hukum ini memberikan suatu gambaran bagaimana hukum yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum yang ada, (Fuady 2018) yakni kasus extrajudicial killing di Filipina dari kacamata hukum internasional. Pada gilirannya, mampu memberikan preskripsi terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan maupun prinsip hukum internasional. Sifat preskriptif dalam ilmu hukum mempunyai makna “membawa” atau “sarat nilai”. Dalam konteks ini, Ilmu Hukum bersifat bukan hanya megemukakan apa yang terjadi namun juga apa yang seharusnya terjadi (Sonata 2014). Pada gilirannya kebenaran yang akan diperjuangkan adalah kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi. (Marzuki 2013). Dikaitkan dalam konteks ini, apakah kasus extrajudicial killing memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, bagaimana penyelesaian kasusnya dan bagaimana perlindungan hukum internasional bagi para korban extrajudicial killing serta bagaimana kenyataan yang seharusnya (preskriptif) berdasar pada hukum internasional. Untuk menjawab berbagai permasalahan diatas, penelitian ini mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai “apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu kasus perbuatan tertentu” dengan penarikan kesimpulan tentang apakah bunyi hukumnya in concreto untuk suatu perkara tertentu (Irianto dan Shidarta. 2009).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan memfokuskan pada telaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi. (Marzuki 2016). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang difokuskan pada telaah kasus-kasus yang berkaitan erat dengan isu yang dihadapi, dan telah diputus oleh pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. (Suteki dan Taufani 2018). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari konsep-konsep hukum yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah (Mujad dan Nuswardani 2012). Konsep-konsep tersebut dapat bersumber dari pandangan, pendapat atau doktrin para ahli hukum yang dapat digunakan sebagai sandaran peneliti untuk melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Marzuki dalam Suteki dan Taufani 2018)
Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti (a) peraturan perundang-undangan, (b) dokumen maupun catatan resmi dalam proses pembuatan produk hukum, dan (c) putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (Ali 2016). Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan diselaraskan dengan sudut pandang yang digunakan untuk mengupas permasalahan ini, yakni hukum internasional. Sedangkan, bahan hukum sekunder dapat dijabarkan sebagai dokumen dan publikasi hukum yang tidak resmi yang meliputi buku teks, kamus, jurnal, dan berbagai komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2016) yang berhubungan dengan konteks perlindungan hukum dan penyelesaian kasus extrajudicial killing dari perspektif hukum internasional. Semua publikasi tersebut digunakan sebagai sarana penjelas dan penjabar bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder sendiri (Soekanto dan Mahmuji dalam Ali 2016). Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sebuah petunjuk bagi peneliti untuk melangkah dalam membuat beberapa tahapan penelitian dan melakukan argumentasi hukum. (Ali 2016)
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, membaca dan mengkaji berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan daripada penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh bahan hukum yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk diterapkan dalam suatu permasalahan, dalam kasus ini adalah extrajudicial killing. Studi kepustakaan ini akan memfokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, penelitian ilmiah hukum sejenis, dan beberapa pendapat atau doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti juga melakukan kegiatan penulisan catatan-catatn penting dari produk hukum yang berlaku tentang permasalahan yang diteliti. 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi kemudian akan diolah secara sistematis dengan cara diseleksi dengan kriteria relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga melakukan klasifikasi dan mendaftar berbagai bahan hukum sesuai katagori untuk memudahkan analisis bahan hukum. Tujuan daripada teknik ini adalah untuk memeberikan bahan hukum yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti guna menghasilkan preskripsi yang berkualitas. Untuk memdapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, peneliti melakukan pengolahan bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum yang lain (Fajar dan Achmad 2010).
Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengeliminasi fakta hukum yang tidak relevan dan mengidentifikasi fakta hukum yang menjadi akar permasalahan, melakukan tinjauan bahan hukum, melakukan analisis problematika hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikaji, serta pada tingkat akhir melakukan penarikan konklusi yang bersifat preskriptif atas permasalahan yang diteliti (Fajar dan Achmad 2010). Selain itu, peneliti melakukan teknik analisa bahan hukum dengan metode deduktif yakni mengambil premis minor dan mayor guna menarik konklusi yang akurat dari kedua premis tersebut. Sebelum meninjau bahan hukum tentang penyelesaian kasus extrajudicial killing, peneliti melakukan penarikan konklusi dengan metode deduktif guna mengkualifikasikan extrajudicial killing menjadi kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) berdasar pada hukum internasional. Dari hasil konklusi tersebut penulis mampu memberikan tinjauan yuridis tentang penyelesaian kasus dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban menurut ketentuan hukum internasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Internasional terhadap Korban Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drug Era Presiden  Rodrido Roa Duterte di Filipina 

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dengan cara extrajudicial killing. Cakupan extrajudicial killing dapat diistilahkan sebagai kejahatan extra-legal, arbitrary and summary executions yang cakupannya meliputi; (a) pembunuhan politik; (b) kematian akibat penyiksaan atau perlakuan buruk di penjara atau tahanan; (c) kematian yang disebabkan dari penghilangan paksa; (d) kematian yang diakibatkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum; (E) eksekusi tanpa proses hukum; dan (f) tindakan genosida (United Nations 1991).  Cakupan diatas merupakan cakupan yang dimuat dalam Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions  of 1991. Manual tersebut kemudian dirubah oleh The Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions atau lebih dikenal dengan Minnesota protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang mengklasifikasikan pembunuhan yang kemungkinan dilakukan oleh pemerintah atau agennya, atau yang terjadi di bawah penahanan, atau kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia yang kemudian diringkas kedalam satu istilah yakni unlawful death (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2017)  atau kematian yang tidak sah. 
Istilah ulawful death dalam Minnesota Protocol menjelaskan situasi yang menjadi yuridiksi utamanya antara lain (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2017); 

a. Kematian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian negara, organ atau agennya, atau yang mungkin ada kaitannya dengan negara, yang melanggar kewajibannya untuk menghormati hak untuk hidup. Dalam hal ini dapat dicontohkan semua kematian yang mungkin disebabkan oleh aparat penegak hukum atau agen negara lainnya, kematian yang disebabkan oleh kelompok paramiliter, milisi, atau pasukan kematian (death squads), dicurigai bertindak di bawah arahan atau dengan izin atau persetujuan negara dan kematian yang disebabkan oleh militer atau pasukan keamanan swasta yang menjalankan fungsi-fungsi negara.  
b. Kematian yang terjadi ketika seseorang ditahan oleh, atau dalam penahanan oleh negara, organ atau agennya. Kematian dalam situasi ini mencakup seperti, semua orang yang mati dalam penjara, di tempat lain dalam penahanan (secara resmi atau lainnya) dan fasilitas lain dimana negara melakukan peningkatan pengawasan terhadap hidup mereka.
c. Kematian yang terjadi dimana negara telah gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini meliputi, seperti, setiap situasi dimana negara gagal dalam melakukan uji kelayakan dalam melindungi seseorang atau beberapa orang dari kekerasan atau ancaman di masa yang akan datang oleh pelaku non-negara. Terdapat pula tugas umum bagi negara untuk menyelidiki setiap kematian yang mencurigakan, bahkan di mana tidak diduga atau dicurigai bahwa negara menyebabkan kematian atau secara tidak sah gagal untuk mencegahnya.
Dari ketiga situsasi diatas dapat dengan jelas menggambarkan kematian yang tidak sah sebagai bagian dari konsepsi extrajudicial killing sebagaimana dijabarkan dalam konsepsi sebelumnya. 

Melihat penjabaran yang terkandung dalam Minesota Protocol di atas dan dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang telah dirangkum dalam laporan HRW yang berjudul license to kill dengan korban bernama Erdward Sentorias, maka dapat dianalisis bahwa kematian korban jatuh dalam katagori point a diatas. Hal ini dikarenakan korban jatuh di tangan aparat negara atau orang yang bekapasistas resmi sebagai perwakilan dari negara dengan tindakan yang secara sengaja merampas hak untuk hidup. Keterlibatan pelaku sebagai agen negara dan diikuti penanaman bukti palsu agar dapat disampaikan seolah-olah korban melawan dengan sejata api yang menjadikan polisi mampu mengeluarkan laporan bahwa kematian tersebut adalah kematian yang sah adalah bentuk terencananya suatu tindak extrajudicial killing. 

Selain itu kejadian ini juga memenuhi unsur diarahkan atau dengan izin atau persetujuan negara dengan dibuktikan berkali-kali Presiden Duterte memberikan hasutan kemuka umum untuk membunuh para drug personalities. Beberapa hasutan Presiden Duterte terkait dengan arahan untuk membunuh terbukti dalam beberapa pidato atau ucapan kontroversialnya yang dapat dijadikan sebagai dasar bahwa negara nyata mentoleransi, mengizinkan bahkan melindungi tindak extrajducial killing dalam kebijakan war on drugs yang Duterte canangkan.

Salah satu kasus kematian yang dilaporkan oleh HRW dalam laporannya yang berjudul license to kill dengan korban yang bernama Edward Sentorias, seorang pemakai Shabu, dibunuh oleh pelaku yang merupakan pihak kepolisian dengan bukti bahwa pelaku memakai pakaian dinas resmi kepolisian yang dilakukan dengan cara ditembak dengan pistol. Kematian Edward yang melibatkan pihak kepolisian sebagai pelaku telah memenuhi unsur pada point 1 diatas. Selain itu, kematian Edward terjadi pada pagi hari dimana awal mulanya lima anggota polisi sedang mengetuk pintu rumah dan memaksa semua anggota keluarganya untuk keluar rumah dan menyisakan Edward dengan para polisi tersebut, dan tak lama terdengar suara tembakan. Kematian korban bukanlah suatu kematian yang berangkat dari proses hukum yang sah atau melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini karena korban bukanlah seorang terdakwah yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Terlebih, Filipina sejak tahun 2006 telah menghapus hukuman mati (David T. Johnson dan Jon Fernquest 2018) serta telah terikat dengan Second Optional Protocol ICCPR (United Nations) yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Amnesty International 2018).
Selain itu, kematian Edward yang dilakukan oleh pelaku telah dipikirkan terlebih dahulu dengan matang dan dengan niat jahat yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan pelaku membawa sejata api saat mendatangi rumah korban; para keluarga korban dipaksa untuk keluar rumah sehingga pelaku meminimalisir saksi mata dalam tindakannya; pelaku menaruh bukti mencurigakan berdasar saksi mata, berupa pistol dan paket shabu di area tubuh korban sesaat setelah korban ditembak. Kasus yang menjadi representatif penjabaran dari sekian banyak kasus yang dilaporkan oleh Human Rights Watch diatas telah memenuhi unsur-unsur Extrajudicial Killing.
Kematian yang menimpa Edward merupakan kematian yang menyalahi bukan hanya hak untuk hidup, melainkan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Kedua hak yang dilanggar ini telah secara yuridis diakui oleh Filipina melalui ratifikasi ICCPR dan pengakuan pada pasal 3 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Selain itu kematian Edward merupakan salah satu dari 32 Kematian dari 24 peristiwa (Human Rights Watch 2017) yang dilaporkan oleh Human Rights Watch dalam laporannya yang berjudul license to kill. Pada gilirannya, jatuhnya lebih dari satu korban atau pelanggaran yang terjadi dapat dikalasifikasikan dalam jenis “pelanggaran berat” hak asasi manusia (“gross violation” of human rights) (Liwanga 2015). Para korban kematian diatas patut mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian kasus kejahatan yang menimpa mereka. 
Apabila suatu negara melakukan kesalahan menurut hukum internasional seperti pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang terkandung dalam ICCPR sebagaimana dilakukan oleh Filipina dalam konteks menjalankan kebijakan internalnya, yang walaupun tersebut sebagai bentuk kedaultan negaranya, maka Filipina tetap harus melakukan reparasi atau ganti rugi terhadap korban sebagaimana diwajibkan dalam article 2 paragraph 3 ICCPR. Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hukum internasional mengesampingkan hukum nasional dalam kontek tanggung jawab negara (Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Eds) 2008).  Dengan demikian, negara tidak boleh lalai atau mengabaikan kewajiban hukum internasionalnya karena alasan konstitusi maupun kebijakan internalnya (Anand 2008), sehingga jelas bahwa supremasi hukum internasional tidak boleh dikesampingkan sekalipun dalam konteks kedaulatan negara (Anand 2008). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan extrjaducial killing dapat diberikan berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang hak-hak korban. 
Perlindungan hukum bagi korban dapat merujuk pada perlindungan hukum secara umum yang dapat diperinci menjadi tiga bentuk yaitu; (a.) Perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan; (b)
Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun; (c) Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Malahayati, Amrizal dan Nasir 2015). Apabila dikaitkan dengan konteks permasalahan yang akan dibahas, maka tentu lebih tepat apabila perlindungan hukum dimaknai lebih pada aturan atau ketentuan hukum baik nasional maupun internasional yang mengakomodir hak-hak asasi manusia atau perbuatan yang melanggar hak-hak tersebut. Melihat belum adanya keseriusan oleh Filipina dalam menyelesaikan kasus extrajudicial killing yang menjatuhkan ribuan korban jiwa tersebut kiranya perlindungan hukum hanya dapat dimaknai dalam pembahasan ini sebagai aturan dan ketentuan pengakuan hak asasi manusia berupa pengakuan hak-hak korban dan bukan berwujud rupa sebagai upaya atau tindakan yang telah diupayakan.

Adapun bentuk perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi yang menyatakan dengan jelas“In the victimology perspective, the form of legal protection is concretely manifested by restitution or compensation”(Angkasa 2018).  (“dalam perspektif viktimologi, bentuk dari perlindungan hukum secara konkret dimanifestasikan dengan restitusi dan kompensasi.”) Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Rena Yulia dalam Rahmatiah yang meyebutkan bahwa pemberian kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum termasuk dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (Yulia dalam Rahmatiah 2015). Perlindungan hukum terhadap korban difungsikan guna memberikan ketenangan bagi para korban sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak asasi manusia dari ancaman baik fisik maupun jiwa (Effendi dalam Legowo 2010)  Beberapa jenis perbaikan untuk korban ini lah yang manjadi pokok bahasan dalam perlindungan hukum kepada korban extrajudicial killing  di Filipina. Dengan adanya restitusi dan kompensasi yang pada prinsipnya dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan, konsepsi perlindungan hukum “tidak harus berbentuk konstitusi/Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, namun juga bisa dengan keputusan hakim” (Puspitasari dalam Legowo 2010). Dengan demikian ribuan kematian atau stidaknya 24 korban yang dirangkum dalam laporan Human Rights Watch diatas mempunyai hak atas restitusi dan kompensasi karena mereka adalah korban kejahatan.

Lebih lanjut, hak-hak korban dijabarkan lebih detail dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law atau dikenal dengan the Van Boven / Bassiouni Principles yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Basic Principle of Remedy and Reparations. Dalam ketentuan tersebut menyatakan tiga hak-hak korban secara garis besar, yakni; (1) hak atas akses yang efektif dan setara terhadap keadilan (equal and effective access to justice); (2) hak atas perbaikan yang cepat, efektif dan memadai terhadap kerugian yang diderita (adequate, effective and prompt reparation for harm suffered); (3) hak atas akses informasi yang relevan terhadap kejahatan dan mekanisme perbaikan (access to relevant information concerning violation and reparation mechanism). 
Hak atas akses yang efektif dan setara terhadap keadilan (equal and effective access to justice) dijabarkan dalam prinsip 12 sampai dengan prinsip 14 Basic Principle of Remedy and Reparations. Hak tersebut dapat dijabarkan sebagai hak untuk mendapatkan judicial remedy yang efektif. Judicial Remedy yang demikian dapat diartikan sebagai metode dalam menegakkan hak-hak asasi manusia melalui proses administratif pengadilan yang melibatkan putusan hakim atau melalui petugas-petugas pengadilan yang telah dimaksudkan untuk melakukan kewajiban tersebut menurut hukum yang berlaku (Black 1990).  Berbagai konsep judicial remedies diatas dapat diartikan sebagai pemulihan oleh pengadilan. Perbaikan terhadap korban extrajudicial killing dengan demikian harus dipaksakan melalui putusan pengadilan untuk menjamin hak-hak korban dapat diekskusi melalui putusan tersebut. 
 Hak korban selanjutnya adalah hak korban atas perbaikan yang cepat, efektif dan memadai terhadap kerugian yang diderita (adequate, effective and prompt reparation for harm suffered). Dalam konteks ini korban berhak menerima perbaikan yang penuh dan efektif sesuai dengan kelayakan dan kadar beratnya pelanggaran dan keadaan masing-masing kasus yang meliputi; (a) resitusi (restitution); (b) kompensasi (compensation); (c) rehabilitasi (rehabilitation); (d) kepuasan (satisfaction) dan; (e) jaminan tidak terulang kembali (guarantees of non-repetition) (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2006). 

  Hak atas korban yang terkahir yang diakui oleh instrument ini yang dapat dikaidahi sebagai jawaban atas rumusan masalah ini adalah access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms (akses kepada informasi yang relevan terkait pelanggaran dan mekanisme perbaikan). Pada konteks ini korban berhak atas segala informasi terkait kejahatan yang menimpa dirinya serta upaya-upaya yang berhak dia tempuh untuk mendapatkan semua perbaikan sebagaimana diatas yang bersumber pada instrument ini. Hak atas informasi ini dapat diakses oleh perwakilan korban untuk mencari dan memperoleh informasi tentang penyebab yang mengarah pada viktimisasi mereka dan tentang penyebab dan kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia serta untuk mempelajari kebenaran sehubungan dengan pelanggaran tersebut (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law).  
Selain instrumen diatas, hak-hak korban juga diatur dalam article 75 Rome Statute of The International Criminal Court dan article 2 paragraph 3 International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua ketentuan diatas merupakan ketentuan yang telah diratifikasi oleh Filipina yang dengannya Filipina telah setuju untuk terikat. Dalam Pasal 75 ayat 1 Statuta Roma menyebutkan bahwa mahkamah dapat merumuskan suatu prinsip-prinsip berkaitan dengan hak-hak korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. 

Ketentuan pasal 2 ayat 3 ICCPR pun juga memuat Hak-hak korban yang mewajibkan negara pihak untuk memastikan para korban yang dilanggar haknya, dalam kasus ini adalah pelanggaran hak untuk hidup dengan cara extrajudicial killing, mendapat pemulihan secara efektif. Negara juga harus memastikan bahwa pemulihan tersebut didapatkan oleh korban, meskipun pelaku adalah seseorang yang berkapasitas resmi sebagai agen negara. Negara juga tidak dapat lalai dalam memastikan korban mendapatkan hak-haknya melalui otoritas pengadilan atau badan-badan yang berwewenang menurut hukum nasionalnya. Dalam konteks ini negara Filipina harus memastikan bahwa seluruh korban kejahatan extrajudicial killing dalam kebijakan war on drugs telah mendapatkan perbaikan yang dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan yang kompeten atau badan-badan lainnya sesuai dengan hukum nasional Filipina yang berkaitan dengan hak-hak korban. Dalam konteks ini, negara Filipina juga tidak boleh membela agennya apabila telah melakukan tindak extrajudicial killing kepada ribuan orang, sekalipun tindakan tersebut dalam rangka melaksanakan kebijakan negaranya. 

Hak-hak atas korban sebagaimana dijabarkan diatas merupakan bentuk perlindungan hukum internasional kepada korban extrajudicial killing yang terjadi di Filipina dalam era Pemerintahan Presiden Duterte.

Upaya penyelesaian kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan war on drugs Era Presiden Rodrido Roa Duterte di Filipina menurut hukum internasional.
Jawaban atas permasalahan upaya penyelesaian kejahatan extrajudicial killing tersebut perlu dikaidahi apakah kejatahan tersebut memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Statuta Roma sebagai instrumen yang telah diratifikasi oleh Filipina mengatur kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu penduduk sipil, dan pelaku mengetahui terjadinya serangan itu: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; (h) Persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah; (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan apartheid; (k)  Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.(Rome Statute of the International Criminal Court).

Statuta Roma 1998 merumuskan kejahatan kemanusiaan dengan elemen-elemen prinsip (chapeau elements), yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan biasa, yakni kejahatan ini haruslah dilakukan dalam konteks ‘serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil’, dan aspek ‘pengetahuan’ dari pelaku. Kasus extrajudicial killing yang menewaskan ribuan korban jiwa atau setidaknya 32 kematian dari 24 persitiwa yang dilaporkan oleh Human Rights Watch yang diangkat dalam penelitian ini memenuhi unsur-unsur: (1) salah satu atau lebih dari sekain banyak perbuatan sebagaimana dicantumkan diatas dengan dibuktikan kematian ribuan korban jiwa atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang; (2) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dibuktikan dengan susunan acara pembunuhan dari awal hingga akhir atau jatuhnya ribuan korban jiwa di berbagai wilayah di Negara Filipina; (3) serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil dibuktikan dengan kematian drug personalities bukan sebagai combatan atau bukan dalam keadaan negara sedang berperang (declaring war); dan (4) pelaku mengetahui tindakannya sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dibuktikan dalam kasus kematian Edward, adanya susunan acara yang rapi dan pelaku telah menarget korban dengan dibuktikan penanaman bukti palsu berupa paket shabu didekat mayat korban sehingga menandakan pelaku mengetahui bahwa tindakannya merupakan kejahatan yang telah direncanakan atau menjadi bagian dari unsur sistematis. Tindakan extrajudicial killing tersebut telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusaian sebagaimana dipaparkan diatas. Dengan demikian kejahatan tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mahkamah Pidana Internasional atau dengan upaya-upaya penyelesaian yang lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan tersebut. 
Melihat analisis diatas, penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan di Filipina dapat merujuk pada penyelesaian yang ditawarkan dalam Statuta Roma karena Filipina telah meratifikasi ketentuan tersebut. Dalam konteks ini Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court mempunyai yuridiksi yang penuh terhadap Filipina. Sekalipun Filipina telah menarik diri (withdrawal) dari keanggotaan mahkamah, Mahkamah tetap memiliki yuridiksi dalam menuntut pelaku kejahatan kedepan mahkamah. Hal ini dikarenakan kejahatan extrajudicial killing di Filipina terjadi sebelum penarikan diri, terlebih mahkamah telah mengeluarkan preliminary examination atau pemeriksaan pendahuluan sehingga mahkamah masih mempunyai yuridiksi sekalipun Filipina telah menarik diri dari keanggotaan. Hal demikian ini berangkat dari precedent bahwa mahkamah masih mempunyai kewenangan terhadap Burundi meskipun Burundi telah menarik keanggotaan diri dari Mahkamah. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dengan cara extrajudicial killing dalam kebijakan war on drugs pada Era Presiden Duterte di Filipina dapat diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).
Terkait pihak yang dapat membuat mahkamah melaksanakan yuridiksinya tercantum dalam pasal 13 Statuta Roma yang menyebutkan Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, kalau: (a) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan pasal 14; (b) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau (c) Penuntut Umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15 (Rome Statute of the International Criminal Court 1998).  Selain itu negara pihak dapat menyerahkan suatu kasus kejahatan internasional kepada penuntut umum apabila menduga terdapat suatu kasus dalam yuridiksi mahkamah tampak telah dilakukan dengan meminta penuntut umum untuk menyelidik kasus tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut (Rome Statute of the International Criminal Court 1998),  dengan sebisa mungkin dapat disertai dokumentasi pendukung sebagaimana hal itu tersedia bagi Negara yang menyerahkan situasi (kasus) tersebut (Rome Statute of the International Criminal Court 1998).

Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh selain daripada melalui mahkamah internasional adalah melalui pembentukan pengadilan hibrida melalui suatu perjanjian internasional dengan konsensus yang substansinya dapat meliputi hukum materil dan formil antara negara domestik dan internasional yang dikawinsilangkan (hibrida). Yuridiksi pokok yang terkandung dalam pengadilan hibrida adalah terkait dengan kekejaman masal dan kebrutalan yang extrim yang terjadi, termasuk kajahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang (Cassese 2009).  
Sarah Wiliams mengemukakan bahwa terdapat 3 sub jenis pengadilan hibrida atau internasionalisasi, yaitu; katagori pertama terdiri dari pengadilan nasional, dengan berbagai tingkat dan bentuk keterlibatan internasional dalam pendirian dan pengoperasiannya yang dapat diberikan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau oleh organisasi internasional, asosiasi negara, atau negara individu, seperti SPSC (Special Panel for Serious Crimes (East Tmor)), IJPP (International Judges and Prosecutors Program in Kosovo), WCC (War Crimes Chamber in the State Court Of Bosnia and Herzegovina), ECCC (Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia) dan IHT (The Iraqi High Tribunal) (Williams 2009). ; Melihat pendapat diatas bahwa sub jenis yang pertama jelas bahwa pengadilan tersebut harus dianggap sebagai lembaga nasional pada pokoknya, namun terdapat asistensi internasional baik dari negara lain maupu PBB.

Kategori kedua terdiri dari pengadilan yang ditetapkan oleh perjanjian, pada umumnya, tetapi tidak harus, antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah negara territorial (Williams 2009).  Pengadilan semacam itu cenderung beroperasi di luar sistem domestik 'biasa' dan di luar sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan salah satu modelnya adalah SCSL (Special Court for Siera Leone) (Williams 2009).  Pengadilan yang termasuk dalam kategori ini bersifat internasional, meskipun pembentukannya berdasarkan perjanjian yang pada praktiknya begitu penting dalam menentukan apakah imunitas dapat berlaku bagi pejabat dari negara ketiga atau terkait dengan ketentuan lainnya, seperti penerapan amnesti (Williams 2009).  
Kategori ketiga adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan menggunakan kekuatan yang bersifat memaksa di bawah Bab VII Piagam PBB (Williams 2009).  Pengadilan ini pada dasarnya lebih dekat dengan ICTY dan ICTR, namun LST (Special Tribunal for Lebanon) adalah yang pertama dan sejauh ini satu-satunya contoh dari jenis pengadilan ini (Williams 2009). Hal serupa juga ditergaskan oleh Klaus Bachmann dan Aleksandar Fatic bahwa lembaga peradilan seperti ICTY merupakan lembaga peradilan yang dibentuk dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 808 tertanggal 22 Pebruari 1993 dengan tujuan untuk meredam ledakan kekerasan terhadap warga sipil di Kroasia dan kemudian ke tingkat yang lebih besar di Bosnia (Bachmann dan Fatic 2015).  

Dengan demikian, penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Filipina dapat dipaksakan melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) atau pengadilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc sebagaimana dijelaskan diatas. Pada gilirannya upaya penyelesaian tersebut juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban agar korban dapat mendapatkan jaminan atas diberikan hak-haknya sebagai korban kejahatan.
PENUTUP

SIMPULAN

Berdasar pada pembahasan dalam penelitian ini, dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Beberapa pengakuan hak-hak korban yang dapat diberikan sebagai perlindungan hukum antara lain hak atas kompensasi compensation, restitusi (restitution), pemuasan (satisfaction), asistensi (assistance) dan garansi tidak terulang Kembali kejadian yang sama dikemudian hari (guarantee of non repetition).
2. Kedua, Kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina dalam kebijakan war on drugs era Presiden Duterte telah dianalisis sebagai kejahatan kemanusiaan karena ia memenuhi semua unsur kejahatan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Statuta Roma. Mekanisme penyelesaian kejahatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan dasar Statuta Roma melalui Mahkamah Pidana Internasional karena Filipina telah meratifikasinya. Kejahatan tersebut juga dapat dipaksakan penyelesaian melalui lembaga peradilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc.

SARAN 

Berdasar pada pembahasan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Filipina hendaknya menyelesaikan kasus kejahatan tersebut agar korban menerima hak-haknya sebagai korban. Pemberian hak-hak korban tersebut dapat dipaksakan melalui Mahkamah Pidana Internasional dimana negara Filipina telah meratifikasinya. Pemerintah Filipina hendaknya membuka diri dalam proses peradilan di Mahkamah karena Filipina telah dinilai tidak mampu dan tidak mau menyelesaikan kasus kejahatan tersebut. Selain itu penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah Filipina dapat menjadi upaya preventif agar tidak terulang Kembali kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi mahkamah pidana internasional adalah agar tetap membuka penyelidikan pendahauluan dengan cepat dan cermat kepada Filipina terkait situasi yang merujuk pada kejahatan kemanusiaan yang jatuh dalam yurudiksi mahkamah. Dengan cermat dan cepatnya proses hukum yang dilakukan oleh mahkamah, maka semakin cepat pula kejahatan tersebut terselesaikan. Pada gilirannya pelaku akan lebih cepat mendapatkan hukuman dan korban akan lebih cepat pula menerima hak-haknya sebagai korban.
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